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| Siaga Potensi Kerawanan Pilkada

MESKI protes hasil Pemilu 2024
cukup banyak, namun menurut Ba-
dan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) RI, Rahmat Bagja angka
kerawanan Pilkada Serentak 2024
bisa lebih besar dari Pilpres 2024.
Pasalnya, persaingan calon kepala
daerah yang sangat tinggi, di ma-
sing-masing daerah seluruh Indo-
nesia (KR 16/3).

Seperti diketahui, pilkada seren-
tak akan berlangsung di berbagai
daerah di Indonesia pada 27 No-
vember 2024. Jika diakumulasikan,
terdapat 271 kepala daerah yang
lengser selama periode 2022-2023,
terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota,
dan 191 bupati. Di wilayah inilah
akan terjadi pertarungan pemilihan
baik petahana atau yang baru.

Ketidakpercayaan terhadap sis-
tem pemilihan sangat mungkin ter-
jadi. Sebagai contoh Pemilu 2024
yang diduga terjadi kecurangan,
meski harus dibuktikan tuduhan ter-
sebut. Jika terdapat keraguan ter-
hadap keabsahan atau keadilan
proses pemilihan, hal ini dapat me-
nyebabkan ketegangan di antara
pemilih dan mendorong potensi
konflik.

Potensi kerawanan tersebut harus
diwaspadai, dan diantisipasi sejak
sekarang. Istilah ‘rawan’ menurut
Bawaslu, suatu peristiwva memiliki
potensi untuk menjadi tidak stabil,
konflik, atau memiliki risiko tinggi.

Memang ada beberapa alasan
mengapa Pilkada dianggap akan
rawan. Bagi DIY hal ini penting,
karena hampir kabupaten dan kota
akan melaksanakan pilkada. KPU
sudah mengeluarklan Peraturan
KPU (PKPU) No 2 tahun 2024 ten-
tang tahapan dan jadwalnya.
Mengingat potensi konflik politik pil-
kada, seringkali memicu ketegan-
gan politik, terutama jika persain-
gannya antara calon dan partai poli-
tik. Hal ini dapat menghasilkan re-
torika politik yang keras, demon-
strasi, atau bahkan kekerasan an-
tarpendukung.

Di beberapa daerah di Indonesia,
isu-isu sosial dan etnis dapat men-
jadi katalisator ketegangan selama
proses pemilihan. Persaingan poli-
tik dapat diwarnai oleh ketidakse-
taraan, diskriminasi, atau ketegang-

an antarkelompok yang dapat me-
micu konflik. Bukan tidak mungkin
pemilihan lokal dapat menjadi sa-
saran untuk campur tangan ekster-
nal dari pihak-pihak yang berke-
pentingan. Baik itu melalui propa-
ganda, dukungan finansial, atau
upaya lainnya yang bertujuan untuk
mempengaruhi hasil pemilihan.
Karena itu pihak luar tentu akan ikut
cawe-cawe guna mensukseskan
‘investasi’ nya.

Daerah-daerah tertentu di Indo-
nesia memiliki tantangan keaman-
an yang berbeda-beda. Ketidak-
stabilan keamanan dapat mening-
katkan risiko gangguan selama pe-
milihan. Seperti intimidasi terhadap
pemilih atau pejabat pemilihan, ser-
ta ancaman terhadap keamanan
secara keseluruhan.

Untuk mengatasi potensi risiko
ini, penting meningkatkan peng-
awasan yang ketat. Penegakan hu-
kum yang adil dan efektif, serta upa-
ya untuk mempromosikan dialog
antarberbagai pihak yang terlibat
dalam proses pemilihan. Selain itu,
penyelenggara pemilihan dan pe-
merintah daerah perlu bekerja
sama dengan masyarakat sipil dan
lembaga internasional untuk me-
mastikan bahwa Pilkada 2024 da-
pat dilaksanakan secara aman, adil,
dan demokratis.

Karena itulah semua lembaga
yang terkait, harus terus memantau
pergerakan kerawanan dari ber-
bagai sisi. Tentu Bawaslu tak bisa
bergerak sendiri. Untuk tahapan ini
mengharapkan peran sinergis TNI,
Polri, dan masyarakat lain.

Ada yang sulit ditangani namun
terus terjadi, adalah politik uang.
Maka perlu digalang pengawasan
organisasi masyarakat sipil, terma-
suk LSM dan kelompok advokasi,
dapat memainkan peran penting
dalam mengawasi dan melaporkan
pelanggaran politik uang. Mereka
juga diharapkan memberikan pen-
didikan kepada masyarakat tentang
hak mereka dan cara melaporkan
pelanggaran.

Mengatasi politik uang dalam
Pilkada 2024 membutuhkan upaya
bersama dari berbagai pihak, ter-
masuk pemerintah, aparat penegak
hukum, masyarakat sipil. O -d
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KASUS bullying banyak terjadi
pada sebulan ke belakang yang
kembali menambah luka pilu anak.
Kasus kekerasan pada anak di se-
kolah akan membuat trauma yang
berat (post-traumatic stress disor-
der) bagi korban. Maka kasus bul-
lying ini harus segera ditangani dan
tidak boleh terjadi kembali.

Penyebab dari perilaku bullying
ini adalah buah dari sistem sekular-
isme, sebab sistem hari ini diba-
ngun dengan pemisahan antara
agama dengan kehidupan, peran
keluarga yang seharusnya menjadi
tempat pendidikan pertama justru
menjadi alasan kerusakan genera-
si. Kelalaian orang tua dalam men-
didik anaknya dengan keimanan,
ketaatan dan tidak adanya contoh
keteladan sikap yang baik kepada
orang lain. Sehingga lahirlah gene-
rasi yang niradab dan jauh dari
aturan agama. Generasi muda
tumbuh dengan nilai-nilai sekuler

Kontrol Lemah, Bullying Kembali Terjadi

yang hanya mengejar kenikmatan
duniawi, kehidupan liberal dan he-
donistik menjadi standar dalam
berperilaku. Kondisi diperparah de-
ngan lingkungan yang sekuler,
yang membentuk masyarakat ap-
atis, egois dan individualistik.

Ajaran Islam dapat menjadi so-
lusi, termasuk dalam permasalah-
an bullying. Kurikulum pendidikan
di desain dengan penanaman aqi-
dah Islam yang kuat dan negara
memberikan pendidikan gratis ke-
pada warganya, sehingga orang
tua tidak dibebani biaya pendidik-
an. Negara juga menawarkan pelu-
ang karir bagi laki-laki sebagai ke-
pala keluarga. Setelah kebutuhan
dasar terpenuhi, ibu fokus merawat
generasi, sehingga peran keluarga
menjadi sekolah pertama bagi
anak dan produk-produk generasi

yang gagal tidak lagi ditemukan.
Azizah Rasad, mahasiswa di
Yogya asal Lampung.

Multiplier Effect THR dan (iaji Ke-13

DI TENGAH kondisi perekonomian
sulit, keputusan pemerintah tentang tun-
jangan hari raya (THR) Lebaran dan gaji
ke-13 tentu sangat menggembirakan.
Seperti diberitakan di media massa,
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan
aturan terkait (THR) dan gaji ke-13 un-
tuk ASN dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 14 Tahun 2024. THR dan gaji
ke-13 diberikan sebagai bentuk penghar-
gaan atas pengabdian kepada
negara. Yang dimaksud aparatur
negara dan berhak menerima
penghargaan tersebut, terdiri
dari PNS dan calon PNS, PPPK,
prajurit TNI, anggota Polri, dan
pejabat negara.

Beleid yang diteken Jokowi pa-
da 13 Maret itu menjelaskan,
anggaran THR dan gaji ke-13
aparatur negara berasal dari
APBN. Besaran THR PNS
diberikan dalam bentuk paket
lengkap yang terdiri dari lima
komponen, yaitu gaji pokok, tun-
jangan keluarga, tunjangan pa-
ngan, tunjangan jabatan atau
tunjangan umum, serta tunjang-
an kinerja.

Diberikan Utuh

Ketika harga berbagai kebu-
tuhan pangan tengah naik, kucu-
ran THR dan gaji ke-13, tentu
akan memperkuat daya beli ma-
syarakat, khususnya para pene-
rima. Harapan pemerintah, pemberian
THR dan gaji ke-13 akan dapat men-
gungkit laju pertumbuhan ekonomi hing-
ga 5,2%.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelum-
nya, THR tidak diberikan secara utuh.
Tahun ini THR akan diberikan utuh.
Sebagaimana diketahui, pada 2020, mi-
salnya, komponen tunjangan kinerja
dalam THR tidak diberikan sama sekali.
Pejabat negara dan ASN dengan jabatan
tinggi juga tidak menerima THR. Waktu
itu, kondisi keuangan negara benar-be-
nar sedang bermasalah karena Covid-19.

Di tahun 2021, kondisi agak membaik.
Meski tunjangan kinerja masih
dibekukan, tetapi THR dan gaji ke-13
kembali diberikan kepada seluruh pe-

Bagong Suyanto

gawai negeri. Bukan hanya ASN pelak-
sana, tetapi juga ASN eselon I-III serta
para pejabat negara. Di tahun 2022, tun-
jangan kinerja kembali diberikan, tetapi
jumlahnya hanya separuh. Tahun 2023,
tunjangan kinerja tetap diberikan sepa-
ruh, tetapi pemberian tunjangan juga
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diberikan kepada kalangan guru, dosen,
dan profesor.

Di tahun 2024, angin segar berhembus.
Pemerintah telah memutuskan untuk
kembali mencairkan seluruh komponen
THR dan gaji ke-13 seutuhnya alias
100%n. Semua golongan ASN kali ini ke-
bagian. Menurut jadwal, THR akan mu-
lai dicairkan H-10 hari raya Idul Fitri
atau pada 22 Maret 2024. Pemberian
THR yang kembali utuh ini diharapkan
bisa mendongkrak konsumsi rumah
tangga dan mendorong pertumbuhan
ekonomi hingga mencapai target sebesar
5,2 persen.

Menurut kalkulasi sederhana, ketika
uang yang beredar naik, tentu daya beli
akan meningkat dan aktivitas produksi

akan berputar lebih kencang. Selama bu-
lan Maret hingga April, bisa dipastikan
pergerakan aktiviats perekonomian akan
meningkat. Cuma, yang menjadi
masalah pasca pencairan THR dan gaji
ke-13, apakah kondisi perekonomian na-
sional akan tetap bergairah? Benarkah
kucuran rejeki di bulan Maret dan April
dan menggerakkan multiplier effect yang
signifikan?
Relatif Baik

Pertanyaan-pertanyaan itulah
yang kini masih menunggu jawa-
ban. Alokasi sebesar 99,5 triliun
yang digelontorkan untuk THR
dan gaji ke-13 memang besar.
Namun, berharap kucuran THR
dan gaji ke-13 dapat mendongkrak
angka pertumbuhan ekonomi
hingga 5,2% tentu tidak mudah.
Walau pun kondisi perekonomian
nasional masih relatif baik, tetapi
kita tidak menutup mata bahwa
kondisi perekonomian global
masih bermasalah.

Kita tentu perlu memastikan
agar kucuran THR dan gaji ke-13
tidak justru menjadi bumerang
yang memicu munculnya inflasi.
Alih-alih berdampak bagi pertum-
buhan ekonomi, ketika uang yang
beredar di masyarakat meningkat,
justru yang terjadi adalah anca-
man terjadinya inflasi. Pada titik
ini, yang terjadi tentu malah lebih
banyak hal yang merugikan daripada
menguntungkan. (0 -d

*)Prof Dr Bagong Suyanto, Dekan
FISIP Universitas Airlangga.
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Hari Penyiaran Publik yang Terabaikan

LEMBAGA Penyiaran Publik (LPP)
lahir melalui UU Nomor 32 Tahun 2002,
meniadakan eksistensi Lembaga Penyiar-
an Pemerintah yang dibentuk berdasar-
kan UU Nomor 24 Tahun 1997. Namun,
aturan pelaksanaan untuk penyelengga-
raan penyiaran publik dalam bentuk Per-
aturan Pemerintah (PP) No. 11, 12, dan 13
ditandatangani tanggal 18 Maret 2005.
Artinya, kalau merujuk pada dokumen
tersebut, berarti hari lahirnya LPP RRI,
TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal (LPPL) adalah tanggal 18 Maret.
Sayang sekali, tanggal tersebut tidak per-
nah diperingati sebagai hari jadi LPP.

Meskipun genap 19 tahun usia LPP pa-
da 2024, tetapi para pemangku kepen-
tingan utama, yaitu RRI, TVRI, dan LP-
PL tidak ada sense untuk memperi-
ngatinya. RRI masih mengagendakan 11
September sebagai hari jadinya, dan
TVRI memperingati HUT-nya setiap 24
Agustus. Padahal kedua tanggal itu
merupakan hari kelahiran mereka seba-
gai lembaga penyiaran pemerintah. Di
sisi lain, seluruh dokumen resmi terkait,
penulisan RRI dan TVRI selalu didahului
dengan kata 'LPP’.

Paradoks

Ketika RRI - TVRI tetap merayakan
hari jadinya 11 September dan 24 Agus-
tus, secara simbolik hal itu menunjuk-
kan bahwa keduanya secara sadar me-
milih tetap sebagai lembaga penyiaran
pemerintah yang secara formal sudah ti-
dak memiliki landasan hukum. Kondisi
yang ada saat ini sebenarnya adalah su-
atu paradoks yang harus segera diakhiri.
Sebab, kalau dibiarkan terus akan memi-
liki implikasi luas, yakni esensi lembaga
penyiaran publik tidak kunjung dipaha-
mi masyarakat luas, padahal secara
yuridis formal tidak ada lembaga pe-
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nyiaran pemerintah.

Kecenderungan yang sama juga terjadi
di LPPL. Meskipun secara formal sudah
menyatakan diri berubah menjadi LPP
didukung adanya Peraturan Daerah
(Perda) sebagai dasar hukumnya, tetapi
tidak satu pun lembaga penyiaran publik
lokal yang ngeh dengan tanggal 18 Maret
sebagai momen penting bagi LPP. Hal itu
menunjukkan bahwa hakekat penyiaran
publik tidak tersosialisasi dengan baik di
kalangan masyarakat luas Indonesia se-
hingga mereka tidak perlu mengingat
hari jadi LPP.

Di luar lembaga penyiaran juga tidak
ada perhatian. Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Kominfo, belum memiliki in-
isiatif untuk menyelenggarakan peringat-
an Hari Penyiaran Publik Nasional seba-
gai upaya untuk membangun kesadaran

tensi dirinya, dan tidak bergerak dari zona
nyaman sebagai LPP tentu akan sulit
menarik perhatian masyarakat luas un-
tuk peduli.

Memasuki usia ke-20 tahun depan, di-
harapkan ada kepedulian dari pemangku
kepentingan utama, yaitu RRI, TVRI,
LPPL, Pemerintah, KPIP/KPID, dan ma-
syarakat sipil secara kolaboratif melaku-
kan gerakan strategis untuk melakukan
pengarusutamaan tentang penyiaran pu-
blik. Namun, yang paling menentukan
masyarakat mau peduli atau tidak terha-
dap penyiaran publik adalah sikap proak-
tif LPP itu sendiri. Sebab, LPP sebe-
narnya memiliki sumber daya yang besar
untuk mempromosikan dirinya agar
dikenal masyarakat luas sebagai LPP.
Kuncinya, mereka harus bersedia move
on dari kenyamanannya. (1 -d

*)Darmanto, peneliti pada Pusat Riset

Kebijakan Publik, BRIN, Pemerhati
Masalah Penyiaran.

masyarakat mengenai pen-
tingnya LPP. Komisi Pe-
nyiaran Indonesia Pusat dan
Daerah (KPIP/KPID) sejauh
ini belum terdengar infor-
masinya akan mengadakan
kegiatan untuk memperingati
hari lahirnya LPP. Apalagi
masyarakat pada umumnya.
Di era distrupsi digital yang
membuat media arus utama
mengalami kegagalan untuk
memertahankan keberlanju-
tannya. Ini akibat tidak
adanya dukungan ekonomi
dan politik yang kuat.
Padahal, keberadaan LPP
sebenarnya sangat diharap-
kan. Namun, kalau mereka
sendiri tidak sadar pada eksis-
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sewu’.

TPA sampah Piyungan ditutup resmi 15 April

-- Masalah lama yang selalu kesulitan so-

5-7 April puncak arus mudik.
-- Sambut tamu dengan baik, jangan ‘aji
mumpung’

Jalan Godean yang rusak, diperbaiki setelah
Idul Fitri.
-- Siap-siap pemudik berwisata ‘jeglongan
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